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TENTANG
PELAYANAN ADVOKASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat diperlukan
pelayanan advokasi hukum untuk mengatasi
permasalahan hukum di Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;

bahwa untuk melaksanakan pelayanan advokasi hukum
yang semakin kompleks, diperlukan pedoman agar
pelaksanaan pelayanan advokasi hukum lebih efektif dan
efisien;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat tentang Pelayanan Advokasi Hukum;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 40);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 473);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 554)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PELAYANAN ADVOKASI
HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
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Pelayanan Advokasi Hukum yang selanjutnya disebut
Advokasi Hukum adalah pemberian layanan hukum
untuk menghadapi permasalahan hukum.

Permasalahan Hukum adalah persoalan hukum yang
timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi
Kementerian yang diselesaikan di luar badan peradilan
dan/atau di badan peradilan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang
selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri
sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purnabakti adalah Pegawai ASN yang telah berakhir
masa tugasnya.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang
timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang
atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah,
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha
negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi
antara badan publik dan pengguna informasi publik yang
berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan
informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang terjadi
pada kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif  yang disediakan oleh
penyelenggara Pelayanan Publik.

Uji Materiil adalah pengujian mengenai sah atau

tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih
tinggi.

Biro Hukum adalah unit kerja di Sekretariat Jenderal
yang mempunyai tugas pemberian Advokasi Hukum di
Kementerian.

Bagian Hukum adalah unit kerja yang mempunyai tugas
pemberian Advokasi Hukum di unit organisasi.

Unit Pelayanan Advokasi Hukum adalah unit kerja selain
Biro Hukum dan Bagian Hukum di Unit Pelaksana
Teknis yang mempunyai tugas pemberian Advokasi
Hukum.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang
melaksanakan tugas teknis operasional tertentu
dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di
Kementerian.

Pejabat adalah pegawai yang diberikan jabatan tertentu
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian.
Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN ADVOKASI HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Advokasi Hukum dilakukan dalam bentuk:

a.
b.

o

e

konsultasi hukum dan opini hukum;
pendampingan perkara pidana;
penyelesaian perkara perdata;
penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara;

penyelesaian perkara Uji Materiil,
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penyelesaian sengketa persaingan usaha,;

penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik;

penyelesaian  sengketa  arbitrase dan = alternatif
penyelesaian sengketa di luar pengadilan; dan/atau

pendampingan saksi atau ahli.

Pasal 3
Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diberikan kepada:

a. Kementerian;

b. Menteri;

C. unit organisasi;
d. UPT;

e. Pejabat;

f.  Pegawai ASN; atau

g. Purnabakti.

Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f termasuk Pegawai ASN kementerian/lembaga atau
pemerintah  daerah  yang  ditugaskan dan/atau

diperbantukan di Kementerian.

Pasal 4
Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilaksanakan oleh Biro Hukum, Bagian Hukum,
dan/atau Unit Pelayanan Advokasi Hukum.
Dalam hal Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan/atau
Unit Pelayanan Advokasi Hukum, harus berkoordinasi

dengan Biro Hukum.

Pasal 5
Advokasi Hukum dilaksanakan berdasarkan permohonan
tertulis yang diajukan oleh UPT, Pejabat, Pegawai ASN,
dan/atau Purnabakti kepada kepala Biro Hukum,
pimpinan  unit kerja yang mempunyai tugas
melaksanakan pemberian Advokasi Hukum, dan/atau

kepala UPT sesuai dengan kewenangannya.
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Dalam hal mendesak, permohonan Advokasi Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara lisan atau melalui media elektronik.

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
ditindaklanjuti dengan permohonan secara tertulis paling
lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.
Permohonan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3) diajukan dengan melampirkan
kronologis Permasalahan Hukum yang dihadapi dan data
yang diperlukan.

Dalam memberikan Advokasi Hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Biro Hukum, Bagian Hukum,
dan/atau Unit Pelayanan Advokasi Hukum dapat
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

Permohonan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf ¢ sampai dengan huruf i
ditindaklanjuti dengan penerbitan surat kuasa.

Dalam hal surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum diterbitkan, Advokasi Hukum dapat
dilaksanakan berdasarkan surat perintah dan/atau surat
tugas.

Permohonan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b dan huruf j ditindaklanjuti dengan

surat perintah dan/atau surat tugas.

Pasal 7
Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) ditandatangani oleh:
a. Menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri,
untuk perkara dengan Kementerian sebagai subjek;
b. Menteri, untuk perkara dengan Menteri sebagai
subjek;
c. pimpinan unit organisasi atau sekretaris unit

organisasi atas nama pimpinan unit organisasi,
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untuk perkara dengan unit organisasi sebagai
subjek;
d. kepala UPT, untuk perkara dengan UPT sebagai
subjek; atau
e. Pejabat, Pegawai ASN, atau Purnabakti yang
berperkara.
(2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a sampai dengan huruf d harus mengikutsertakan
Pejabat atau Pegawai ASN yang mengetahui

permasalahan terkait.

Pasal 8

(1) Surat perintah dan/atau surat tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diterbitkan oleh Pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam hal Advokasi Hukum berupa pendampingan
perkara pidana, surat perintah dan/atau surat tugas
diterbitkan oleh kepala Biro Hukum atau pimpinan unit
kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian

Advokasi Hukum.

Bagian Kedua

Konsultasi Hukum dan Opini Hukum

Pasal 9
Advokasi Hukum berupa Konsultasi Hukum dan Opini
Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
dilaksanakan dengan pemberian pertimbangan hukum
kepada Pejabat, Pegawai ASN dan/atau Purnabakti yang
menghadapi Permasalahan Hukum terkait pekerjaan/

jabatan.
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Bagian Ketiga

Pendampingan Perkara Pidana

Pasal 10
Advokasi Hukum berupa pendampingan perkara pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat
diberikan kepada Pejabat, Pegawai ASN, dan/atau
Purnabakti yang menghadapi Permasalahan Hukum
terkait pekerjaan atau jabatan sebelum ditetapkan
sebagai tersangka.
Pendampingan perkara pidana dilaksanakan melalui
konsultasi permasalahan yang berkaitan dengan hukum
acara pidana dan materi dugaan tindak pidana.
Dalam melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Biro Hukum, Bagian Hukum, dan/atau
Unit Pelayanan Advokasi Hukum berkoordinasi dengan
unit kepatuhan intern dan Inspektorat Jenderal
Kementerian serta instansi terkait.
Pendampingan perkara pidana kepada Menteri, Pejabat,
Pegawai ASN, dan/atau Purnabakti di sekretariat
jenderal dapat diberikan oleh Biro Hukum sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Pendampingan perkara pidana kepada Pejabat, Pegawai
ASN, dan/atau Purnabakti di luar sekretariat jenderal
diberikan oleh Unit Pelayanan Advokasi Hukum, Bagian

Hukum, dan/atau Biro Hukum.

Bagian Keempat

Penyelesaian Perkara Perdata

Pasal 11
Dalam melakukan penyelesaian perkara perdata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, Biro
Hukum, Bagian Hukum, dan/atau Unit Pelayanan
Advokasi Hukum berkoordinasi dengan unit organisasi

dan instansi terkait.
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Advokasi Hukum berupa penyelesaian perkara perdata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara:

a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum
berupa pemberian pendapat, nasihat, dan saran di
bidang hukum keperdataan;

b. mengoordinasikan penyelesaian melalui jalur
mediasi;

c. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum
mengenai hak dan kewajiban tergugat maupun
penggugat dan masalah yang menjadi obyek
perkara;

d. menjadi kuasa hukum dalam  melakukan
persidangan, baik sebagai tergugat maupun
penggugat;

e. melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam
menyiapkan administrasi perkara yang sedang
ditangani;

f.  membantu menyiapkan gugatan, jawaban, replik,
duplik, alat bukti, kesimpulan, dan tindakan
hukum lain yang diperlukan dalam beracara di
pengadilan;

g. menyiapkan serta memberikan pendampingan
kepada saksi terkait dengan perkara; dan/atau

h. mengusulkan ahli yang mempunyai kompetensi

sesuai materi perkara.

Bagian Kelima

Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 12
Advokasi Hukum berupa penyelesaian Sengketa Tata
Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d diberikan kepada Pejabat yang menghadapi
Sengketa Tata Usaha Negara.
Dalam melakukan penyelesaian Sengketa Tata Usaha

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro
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Hukum, Bagian Hukum, dan/atau Unit Pelayanan
Advokasi Hukum berkoordinasi dengan unit organisasi
dan instansi terkait.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum
berupa pemberian pendapat, nasihat dan saran
dalam penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara;

b. menyiapkan administrasi Sengketa Tata Usaha
Negara;

c. menjadi kuasa hukum dalam  melakukan
persidangan;

d. menyiapkan gugatan, jawaban, replik, duplik, alat
bukti, kesimpulan, dan tindakan hukum lain yang
diperlukan dalam beracara di Pengadilan;

e. menyiapkan dan/atau memberikan pendampingan
saksi yang diperlukan di persidangan;

f. melakukan pemantauan pelaksanaan penyelesaian

sengketa di pengadilan tata usaha negara.

Bagian Keenam

Penyelesaian Perkara Uji Materiil

Pasal 13

Advokasi Hukum berupa penyelesaian perkara Uji
Materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e
dilakukan dalam hal terdapat perkara Uji Materiil
terhadap Undang-Undang dan peraturan
pelaksanaannya di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat.

Dalam melakukan penyelesaian perkara Uji Materiil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum
berkoordinasi dengan unit organisasi dan instansi
terkait.

Penyelesaian perkara Uji Materiil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
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a. menyusun jawaban, tanggapan, keterangan
pemerintah, tambahan keterangan pemerintah,
dan/atau alat bukti;

b. menyiapkan saksi dan/atau ahli terkait objek
permasalahan; dan

c. menyusun kesimpulan pemerintah.

Mekanisme penanganan perkara Uji Materiil dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha

Pasal 14

Advokasi Hukum  berupa penyelesaian sengketa

persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf f dapat diberikan kepada Pejabat dan UPT yang

menghadapi sengketa persaingan usaha.

Dalam melakukan penyelesaian sengketa persaingan

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro

Hukum, Bagian Hukum, dan/atau Unit Pelayanan

Advokasi Hukum berkoordinasi dengan unit organisasi

dan instansi terkait.

Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum
berupa pemberian pendapat, nasihat, dan saran
dalam penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha;

b. melakukan koordinasi dengan wunit kerja terkait
dalam menyiapkan dokumen dan administrasi
sengketa persaingan usaha yang sedang ditangani;
dan/atau

c. menjadi kuasa hukum dalam  melakukan

persidangan.



2021, No. 892

(1)

-12-

Bagian Kedelapan

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 15

Advokasi Hukum berupa penyelesaian Sengketa

Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf g diberikan kepada Pejabat dan UPT yang

menghadapi Sengketa Informasi Publik.

Dalam melakukan penyelesaian Sengketa Informasi

Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro

Hukum, Bagian Hukum, dan/atau Unit Pelayanan

Advokasi Hukum berkoordinasi dengan unit organisasi

dan instansi terkait.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum
berupa pemberian pendapat, nasihat, dan saran
dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

b. melakukan koordinasi dengan wunit kerja terkait
dalam menyiapkan bahan, materi, atau dokumen
Sengketa Informasi Publik yang sedang ditangani;
dan/atau

c. menyiapkan administrasi proses sengketa yang

sedang ditangani.

Bagian Kesembilan

Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik

Pasal 16

Advokasi Hukum berupa penyelesaian Sengketa
Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf h dapat diberikan kepada Pejabat, UPT, Pegawai
ASN, dan/atau Purnabakti yang menghadapi Sengketa
Pelayanan Publik.

Dalam melakukan penyelesaian Pelayanan Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum,

Bagian Hukum, dan/atau Unit Pelayanan Advokasi
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Hukum berkoordinasi dengan unit organisasi dan

instansi terkait.

Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum
mengenai Sengketa Pelayanan Publik; dan/atau

b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait

dalam menyiapkan dokumen dan administrasi.

Bagian Kesepuluh

Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

(1)

Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 17

Advokasi Hukum berupa penyelesaian Sengketa

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar

pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i

diberikan kepada Pejabat, UPT, Pegawai ASN dan/atau

Purnabakti yang menghadapi sengketa arbitrase dan

alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan .

Dalam melakukan penyelesaian arbitrase dan alternatif

penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum, Bagian Hukum,
dan/atau Unit Pelayanan Advokasi Hukum berkoordinasi
dengan unit organisasi dan instansi terkait.

Penyelesaian  sengketa  arbitrase dan  alternatif

penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum
mengenai hak dan kewajiban dalam proses arbitrase
atau alternatif penyelesaian sengketa di luar
pengadilan; dan/atau

b. melakukan koordinasi dengan wunit kerja terkait

dalam menyiapkan administrasi.
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Bagian Kesebelas

Pendampingan Saksi dan Ahli

Pasal 18

(1) Advokasi Hukum berupa Pendampingan Saksi dan Ahli

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j diberikan

kepada Pejabat, Pegawai ASN, dan/atau Purnabakti yang

menjadi saksi atau ahli.

(2) Dalam memberikan keterangan sebagai ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pejabat, Pegawai ASN, dan/atau

Purnabakti harus berdasarkan surat penugasan dari

pimpinan unit organisasi yang bersangkutan.

(3) Pendampingan saksi dan ahli sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a.

memberikan nasihat hukum khususnya mengenai
hak dan kewajiban saksi atau ahli;

memberikan konsultasi yang berkaitan dengan
materti;

memberikan pemahaman tentang ketentuan hukum
acara;

mendampingi saksi atau ahli di instansi penegak
hukum dan/atau badan peradilan; dan/atau
melakukan koordinasi dengan unit organisasi dan
instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk

kepentingan kesaksian.

Bagian Kedua Belas

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Pasal 19

Dalam hal pelaksanaan Advokasi Hukum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan proses persidangan di

pengadilan secara elektronik, pelaksana Advokasi Hukum

harus menggunakan akun surat elektronik kedinasan.
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Pasal 20
Bagan alur prosedur dan format surat Advokasi Hukum
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
ADVOKASI MELALUI JAKSA
PENGACARA NEGARA

Pasal 21

(1) Kepala Biro Hukum, pimpinan unit kerja yang
mempunyai tugas melaksanakan pemberian Advokasi
Hukum, dan/atau kepala UPT sesuai dengan
kewenangannya dapat meminta jaksa pengacara negara
untuk  melaksanakan  Advokasi Hukum  dalam
penyelesaian perkara.

(2) Dalam hal permintaan bantuan dilakukan oleh pimpinan
unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan
pemberian Advokasi Hukum dan/atau kepala UPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih
dahulu berkoordinasi dengan kepala Biro Hukum.

(3) Permintaan bantuan penyelesaian perkara kepada jaksa
pengacara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dapat dilakukan untuk perkara pidana.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 22
(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap Advokasi
Hukum secara intensif dan berkesinambungan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk:
a. penyuluhan;
b. bimbingan teknis;

c. sosialisasi; dan
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d. penyebarluasan informasi hukum dan peraturan
perundang-undangan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

melibatkan Pejabat, narasumber, dan/atau konsultan

hukum yang berkompeten dan berpengalaman.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23
Kepala Biro Hukum, pimpinan wunit kerja yang
mempunyai tugas melaksanakan pemberian Advokasi
Hukum, dan/atau kepala UPT sesuai dengan
kewenangannya melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan Advokasi Hukum.
Dalam hal evaluasi dilakukan oleh Pimpinan unit kerja
yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian
Advokasi Hukum dan/atau kepala UPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu
berkoordinasi dengan kepala Biro Hukum.
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Biro Hukum, Bagian Hukum, dan/atau Unit
Pelayanan Advokasi Hukum menyusun laporan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada pimpinan unit organisasi,
Sekretaris Jenderal melalui kepala Biro Hukum, dan
Menteri secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 24
Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Advokasi
Hukum dibebankan pada anggaran unit organisasi yang
mempunyai tugas melaksanakan pemberian Advokasi

Hukum.
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(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran

masing-masing unit organisasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
06/PRT/M/2016 tentang Pelayanan Advokasi Hukum di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 265), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Mei 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG
PELAYANAN ADVOKASI HUKUM

2021, No. 892

BAGAN ALUR PROSEDUR DAN FORMAT SURAT ADVOKASI HUKUM

A, OPINI HUEUM / TELAHAAN HUKUM
Pelaksana Persyaratan Het
No Uraian Kegiatan ::‘:.:::I:. Karo Habag
(Uneor)/  Hukum Advokasi
T Hukum

1. | Menvampaikan @ s Laporan
Permohonan permasalahan
permasalahan hukum
hukum

z. | Menerima - Kronologis
Laporan permasalahan
terjadinya hukum
permasalahan — L] « Dokumen
hukuimn pendukung

permasalahan
hukum

3 | Mendisposisi « Surat
pelaksanaan ﬁ disposisi
konsultasi / opini
hulkum

4. Koordinasi = Surat
pelaksanaan |i| Disposisi
konsultasi [/ opini s Surat Perintah
hukum Tugas

v

www.peraturan.go.id
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Pelaksana Persyaratan Ket
Bagian
Kabag
No. | Uraian Kegiatan | Hukum  Karo
Advokasi
(Unor)/ | Hukum
Hukum
UPT
s, Melaksanakan | « Dokumen
konsultasi / opini Kronologis
hulum permasalahan
hukum

« Dokumen /data
pendukung
permasalahan
hukum

« Peraturan Per
Ull-an

6. | Menyampaikan

hasil Opini
Hukum/Telaahan
Hukum Kepada
Kepala Biro
Hukum

7. | Menyvampaikan |
hasil Opini -
Hukum/Telaahan
Hukum Kepada
Pemohon

www.peraturan.go.id
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B. PROSEDUER PENDAMPINGAN PERKARA PIDANA

2021, No. 892

Biro Hukum dan
Bagian Hulum
(Unor)/ UPT vang
memaohon

pendampingan

I selewai !'-‘..

Pelalksana Persyaratan Ket
Bagian
Neo. | Uraian Kegiatan | Hukum Karo e Thm
Advokasi | Pendamping
[(Unor)/ Hukum
T Hukum Hukum
1. | Mengajukan » Surat panggilan
permasalahan dari APH
hukum = Laporan
permasalahan
perkara
2. Menerima Laporan + Kronologis
terjadinya penanganan
permasalahan E:l perkara
hukum « Dokumen
pendukung
objek
pemangglan
a Mendisposisi « Surat disposisi
penanganan |j
perkara
4. | Membentuk tim » Burat Perintah
pendampingan |1—| Tugas
5. | Pelaksanaan v Dokumen Terga-
Tugas Tim pPenanganan ntung
Pendampingan pendampingan dari
E:‘ proses
penyel-
idikean
6. | Menyampaikan
laporan hasil « Laporan
pendampingan pPeEnanganan
Kepada Kepala perkara

www.peraturan.go.id
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C. PROSEDUE PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

Pelaksana
Bagian Eabag Tim
No. Uraian tan Karo atan Het
Kegial o 1l = Persyar
Hukum
(Unor)/UPT Hukum | Hukum
+ Surat
anggilan
Mengajukan pangs
(relaas)
1. | permasalahan m
s Laporan
hukum
permasalahan
perkara
-« Kronologis
Menerima penanganan
Laporan ! perkara
2, terjadinya « Dokumen
permasalahan pendukung
hukurm objelk
senghketa
Mendisposisi
hd « Surat
3. TATIEAT1IATL
R s L] disposisi
perkara
« Burat
Membentulk tim
Perintah
dan Pembuatan ¥ T
4, ugas
SKK (Surat Kuasa
« Surat Kuasa
Khusus)
kKhusus (SKEK]
Pelaksanaan C 1 « Dokutmen
5. Tugas Tim Kuasa penanganan
Hukum perkara
Mempersiapkan « Dokumen
¥
&, dan Menvusun ] PENANZANAN
Cugatan fJawaban perkara
Melaksanakan « Dokumen
acara persidangan hd persidangan
7.
di Pengadilan - Laporan hasil
Negeri baik secara persidangan

www.peraturan.go.id
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langsung maupun (litigasi/e-
elektironik litigasi)
(Identifikasi,
Mediasi,
Pembacaan
Gugatan,
Jawaban, Replik,
Duplilk,
Pembuktian,
Pemeriksaan
Saksi/Ahli,
Kesimpulan]
Putusan pada *
I « Putusan
5. | Tingkat Pertamsa <>
| " Pengadilan
Menyvampaikan
v : P l » Putusan
9. rnyataan
permy . Pengadilan
Banding |
Menyusun Memaori l « Putusan
Banding/Kontra « Relaas
e/ ]
Memori Banding « Memori
banding
« Memaori
Menj.i'el'ahkﬂ.n ¥ Bandi
) Il
Mermori el e
1L ) un - Kontra
Banding,/Kontra .
Memori
Memori Banding
Banding
Putusan Tingkat - Putusan
12,
Banding ? Pengadilan
« Putusan
Menyvampaikan Pengadilan
13,
pernyvataan Kasasi
Menyusun Memori - Putusan
14. | Kasasi/Kontra ; Pengadilan
Memori Kasasi - Relaas

www.peraturan.go.id
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ada -

« Memaori
Kasasi
Putusan Tingkat -
- « Putusan
15 | Kasasi Q Pengadil
" ilan
Mengajukan « Putusan
Peninjauan - Relaas
16, | Kembali dengan |:":| « Memori
dasar Kekhilafan Peninjauan
Hakim Kembali
Putusan tingkat put
v usan
17. | Peninjauan o, Pengadilan
- ngadi
Kembali &a
J’ * Putusan
158, | Eksekusi | * Relaas
Ekselusi
Menerima
19, . |i':| » Putusan
putusan sidang
Menyvampaikan
v
laporan hasil
Lot | G
putusan sidang
kepada prinsipal
Menemulan Alat
Bukti baru « Putusan
21.
Movum) , - jika « Novum
{ -]

www.peraturan.go.id
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No. | Uraian Kegiatan Pelaksana
el Prull il Ll L
(Unor)/UPT Hulkum Hukum | Hukum
L. | Mengajukan & Surat
permasalahan panggilan
hulkum __ [reloaas)

* Laporan
permasalahan
perkara

2. | Menerima « Kronologis
Laporan PENANZANAn
terjadinya I perkara
permasalahan E:l « ohbiek
hukum senghketa dan

Dolkumen
pendukung

3 Mendisposisi

] - Surat
;pz:s;g:nan ] disposisi

4 Membentulk tim - Surat
dan Pembuatan Perintah
SKEK [Surat Kuasa |j Tugas
Khusus) « Surat Kuasa

Khusus (SKK)

5 | Pelaksanaan i « Dokumen
Tugas Tim Kuasa |___| penanganan
Hukum perkara

&, | Mempersiapkan « Dokumen
dan Menyusun v PENANZAnAan
Crugatan /Jawaban L1 perkara

7. | Melaksanakan « Dokumen
acara persidangan s persidangan
di Pengadilan Tata C 1. Laporan hasil
Usaha Negara persidangan

www.peraturan.go.id
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bailk secara [litigasi, e-
langsung maupun litigasi)
elektronik
iIdentifikasi,
Pemeriksaan
Persiapan,
Pembacaan
Glugatan,
Jawaban, Replik,
Duplik,
Pembuktian,
Pemeriksaan
SalksifAhli,
Kesimpulan| +
& Putusan pada _
Tingkat Pertama “m<>m ) PthuSEI.I:l
| Pengadilan
9. | Menyampaikan v
[ |- Putusan
pernyataan Pengadilan
Banding
to. | Menvusun Memori « Putusan
Banding/Kontra |‘__I| « FKelaas
Memori Banding « Memori
banding
11. | Menverahlkan « Memori
Memori v Banding
Banding/Kontra Ej « Kontra
Memori Banding Memaori
Banding
12, | Putusan Tinglkat <> « Putusan
Banding ' Pengadilan
13 | Menyampaikan « Putusan
pernyataan Kasasi * Pengadilan

www.peraturan.go.id
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14, | Menyvusun Memaori « Putusan
kasasif kontra | Pengadilan
Memori Kasasi - Relaas

« Memori
Kasasi
15 | Putusan Tingkat 1
" " Fak L Pl.ll‘us-'.-‘ln
Kasasi <> )
" Pengadilan

16, | Mengajukan « Putusan
Peninjauan + « Kelaas
Kembali dengan Ej « Memori
dasar Kekhilafan Peninjauan
Hakim Kembali

17. | Putusan tingleat v

o e Putusan
Peninjauan <>4 )
Pengadilan
Kembali
15 | Ekselousi * Putusan
E'j + Felons
Eksekusi
19. | Menerima
) E:I « Putusan
putusan sidang

2o, | Menyvampailan
laporan hasil r \ ¥
putusan sidang ( Selesal fa L]
kepada prinsipal

21, | Menemukan Alat

« Putusan
Bukti baru

« Novum
(Movum)
-jika ada-

www.peraturan.go.id
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E. PROSEDUR JUMIMNCIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pelaksana
DFR,
Uraian Pemerintah Kabag Tim
No. Karo Persyaratan Ket
Kegiatan dan Advokasi | Penanganan
Pihalk Hukum Hukum JR
Terkait
1. Melaporkan » Dokumen
adanya wji permohonan
materi JE
peraturan — [ ]
perundang-
undangan
2. Mendisposisi » Dokumen
penanganan v Pcn‘nuhcman
judicial [ ] JR
revieus
3. Koordinasi « Dakumen
penyiapan pendukung
Heterangan I—‘_r—l
Presiden/ Pe
merintah
4. Menyusun « Dokumen
Heterangan - permohonar
Presiden /Pe |:| JE
merintah
5. Melaksanak « Dokumen Berdasa
AN ACAra persidangan | rkan
persidangan » Laporan kesepak
di MK risalah ALar
[Fembacaan ¥ sidang Majelis
Permohonan L] Halkim
., Keterangan Konstit
Presiden /Pe usi
merintah,
Keterangan
SaksifAhli, +

www.peraturan.go.id
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Kesimpulan,
Putusan])

Menerima
putusan

sidang

« Putusan

Menyvampaik
an hasil
putusan
kepada
prinsipal

www.peraturan.go.id
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No. Uraian Pelaksana
Kegiatan Bagian | Karo | Kabag Tim
Hukum | Hukum | Advokasi | Kuasa Persyaratan
(Unox)/ Hukum | Hukum
UPT

1. Menerima
pemberitahuan = Surat
Dan Permohonan
penyerahan Uji Materiil
Surat * Laporan
Permohonan permasalahan
Hak Uji perkara
Materiil

2. Mengajukan « Kronologis
permohonan ¥ peEnanganan
advokasi ] perkara
hulkuim » Dokumen

pendukung

3. Mendisposisi
PEMAnZanan |i'—| « Surat disposisi
perkara

4. | Membentuk tim .
dan surat | « Surat Perintah
perintah tugas [ Tugas

g, Pelaksanaan « Dokumen
Tugas Tim |i| penanganan
Kuasa Hukum perkara

£, Membuat « Surat
konsep Surat Permohonan
Permohonan Penundaan
Penundaan Ej Penyampaian
Penyampaian Jawaban
Jawaban Pemerintah

www.peraturan.go.id
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Menyvusun dan
menyiapkan
dokumen
[Jawaban
Pemerintah dan
dokumen
pendukung
untulk bukti]

« Dokumen

penanganar
perkara

Menyerahkan
Jawaban
Pemerintah,
bukti, serta
daolkumen
pendukung
lainnya kepada
Panmud TUN
Mahlkamah
Agung

» Dokumen
persidangan
« Laporan hasil
persidangan

Menerima
putusan sidang

« Putusan

10,

Menyvampaikan
laporan hasil

putusan sidang
kepada
prinsipal

i Selarati :!'-1

www.peraturan.go.id
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G. PROSES PENANGANAN SENGKETA PERSAINGAN LISAHA

Pelaksana
T Bagian Karo Kabag Tim
No. Kegiatan Hukum | Hukum | Advokasi | Huasa Persyaratan HKet
[(Uner)/ Hukum | Hukum
UPT
1. | Mengajukan Relaas Dipanggil
permohonan Panggilan kembali
advolasi hukum — Sidang dari melalui
/ KEFU relaas
pendampingan Laporan Polok berikutnya.
Permasalahan
2 Melaporkan Kronologis
terjadinya Diokumen
Pemanggilan pendukung
Sidang Laporan v Laporan
Dugaan :l Dugaan
Pelanggaran Pelanggaran
Persaingan Persaingan
Usaha Usaha
3 Mendisposisi Surat disposisi
penanganan
panggilan !
pemeriksaan
laporan Dugasn |:I
Pelanggaran
Persaingarn
Usaha
4. Membentuk Tim I Surat Kuasa
Kuasa Hulkum |j Terlapor
Surat Perintah
Tugas
5. Pelaksanaan Kronologis
Tugas Dokumen
Menyusun r Hulum vang
Dokumen |:| wajib
Hukum atas digerahlkan
Laporan Dugaan Terlapor dalam
Pelangsaran persidangan
www.peraturan.go.id
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Persaingan

Usaha
6. | Pelaksanaan « Dokumen Berlangsung
Tugas Legal Standing selama
Pendampingan Terlapor Permeriksasan
dalam L Saksi, Ahli, Pendghuluan
Persidangan |:| Surat, dan
Laporan Dugaan Petunjuk, Lanjutan
Pelanggaran Keterangan
Persaingan Pelaku Usaha
Usaha.
7. Pelaksanaan « Dokumen
Tugas Persidangan
Menyvampailian » Laporan
Hasil penanganan
Persidangan Sengheta
Laporan Dugaan Persaingan
Pelanggaran I—‘:l Usaha
Persaingan
Usaha Kepada
Kepala Biro
Hulum dan
Bagian Hukum
(Unor)/ UPT
vang memaohon
pendampinga
. Menyatakan s Putusan
Upava Hukum
Keberatan atas |i—|
Putusan KPFU
ke Pengadilan
Negeri
Q. Menyusun + Putusan KPPU
Dokumen ¥ * Surat Kuasa
Keberatan atas |:|
Putusan KPPU
10, | Menyverahkan & Surat Kuasa
Dokumen ¥ Pemohon
Keberatan atas I:l Keberatan,
Putusan KFPL l Salinan

www.peraturan.go.id
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ke Pengadilan Permohonan
Negeri Keberatan, dan
Putusan KPFLL

11, | Menyatakan = Surat Kuasa
Kasasi ke Femohon
Mahkamah Kasasi, Memori
Agung dan [ii] Kasasi, dan
memasukkan Putusan
Dokumen Pengadilan
Kasasinya. Negeri.

12, | Mencari dan ] + Novum
menemukan « Sumpah
Alat Bukti baru
(Mowvum)

15 | Mengajukan + shiemori
Peninjauan I:l PK/kontra FK
Kembali l »Sumpah

14. | Eksckusi |__;:|

15 | Menerima
putusan I:l

16, | Menyampailean « Surat pengantar
laporan hasil « Putusan
putusan sidang
kepada prinsipal

www.peraturan.go.id
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H. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pelaksana Persyaratan Ket
Bagian | Karo Kabag Tim
No N Hukum |Hukum |Advokasi Kuasa
Kegiatan | (ynor)/ Hukum  Hukum
UPT
1. | Melaporkan = Surat Hilang
terjadinya panggilan | Hak
senghketa irelaas)
informasi [ Mialai « Laporan
permasala
han
perkara
2. | Mengajukan - Kronologis
permohonan i « Dokumen
advokasi hukum l:l pendukun
g objek
sengketa
3. | Mendisposisi « 3urat
penanganan |ir—| disposisi
perkara
4. | Membentuls tim - Surat
dan Pembuatan Perintah
SKK [Surat Tugas
Kuasa Khusus) . Surat
Atasan PTPID ! Kuasa
] Khusus
(SKK)
Atasan
PRI
5. | Pelaksanaan « Dokumen
Tugas Tim Kuasa lil penangan
Hukum an
perkara
6. | Mempersiaplkan ¥ "+ Dokumen
Jawaban / Tangga I___I penangan
pan

www.peraturan.go.id
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an
perkara
7. | Melaksanalan . « Dokumen | Lemahpem
acara L1 persidang | buktian
persidangan an
ajudikasi non . Laporan
litigasi di Komis hasil
ilnformasi persidang
[Pemeriksaan
Awal, Mediasi, an
Ajudikasi, ajudikasi
Pemeriksaan, non
Pembuktian, litigasi
Saksi/ Ahli,
Kesimpulan) T
# | Putusan D
4. | Menyampaikan » Putusan | daluarsa
pernyataan [il Kotnisi
keberatan ke Informasi
FTUN
10, | Menyusun « Putusan
Gugatan KI
Keberatan (Tang . Relans
gapan Keberatan i—l « Gugatan
keberatan
[tanggapa
n
11. | Menyerahkan « Gugatan
Cugatan + keberatan
Keberatan C ] /tanggapa
/Tanggapan "
Keberatan
12, | Putusan + + Relaas
[ 1 | . Pputusan
PTUN
13, | Menvampaikan v « Putusan
permyataan « Konsep
Kasasi | memori/k

www.peraturan.go.id
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onframem
ori
14, | Menvusun « Memori /K
Memori r ontra
Kasasi/Kontra o Memori
Memori Kasasi Kasasi
15 | Putusan |':|
16, | Mengajukan Memaori PR/
Peninjauan [*] | kontra PK
Kembali l Sumpah
17. | Eksekusi I:I
158, | Menerima l « Surat
putusan l___l pengantar
« Putusan
19, | Menyvampaikan
laporan hasil b

putusan sidang
kepada prinsipal

20,

Mencari dan
menemukan Alat
Bukti baru

[Movm)

www.peraturan.go.id
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PROSES PENANGANAN ARBITREASE

Khusus)

Pelaksana
B
No.| Uraian Kegiatan HE Karo | FUP°E | TR | eparaten
Advokasi | Kuasa
(Umor)/ | Hulnm Hukum | Hukum
UPT
1. | Mengajukan = Surat
permasalahan panggilan
hukum [relaas)

# Laporan
permasalahan
perkara

2 Menerima Laporan + Kronologis
terjadinya penanganan
perkara
iﬁmﬂaﬂ — ] « Dokumen
pendukung
ohjelk
senpghketa
3. | Mendisposisi + Suraf
Penanganan [j disposisi
perkara
A Membentuk  tim « Burat
dan Pembuatan Iil Perintah
SKK (Surat Kuasa Tugas

« Surat Kuasa

Khusus (SKK)
a. Pelaksanaan « Dakumen
Tugas Tim Kuasa ;|___| penanganan
Hultum perkara

Mempersiaplkan
dan Mernyusin

CGugatan/Jawaban

s Dokumen

penanganan
perkara

Melaksanakan
acara persidangan
di Badan Arbitrase
ildentifikasi,
Mediasi,

« Dokumen
persidanpan
« Laporan hasil

persidangan

www.peraturan.go.id
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Pembacaan
Gugatan,

Jawaban, Replik,

Duplik,
Pembulktian,
Pemeriksaan
Saksi/Ahli,
Kesimpulan,

Putusan]

Menyvampaikan
laporan hasil
putusan sidang

kepada prinsipal

« Laporan hasil

persidangan

Menerima

putusan sidang

r

« Salinan
Putusan
Resmi

www.peraturan.go.id
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J.  PROSES PENANGANAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK

Pelaksana
Bagian | Karo Kabag Tim
No. | Uraian Kegiatan | Hukum | Hukum | Advokasi | Pendampingan Persyaratan | Het
(Unox}/ Hukom
UPT
Melaporkan » Surat Hilang
terjadinya Pemanggila | Hak
1 pemanggilan n
’ prmeriksaan pemeriksaa
laporan n
pelayanan publik = Laporan
Mengajukan « Kronologis
permohonan b » Dokumen
% | advokasi hukum/ ] pendukung
pendampingan objek
sengketa
Mendisposisi « Surat
penanganan disposisi
5 panggilan I—'_'—I
prmeriksaan
laporan
pelayvanan publik
« Surat
4 Membentul tim L Perintah
’ Pendampingan |: Tugas
Pelaksanaan « Kronologis
Tugas Menyusun Dokumen
klarifikasi f tangga - pendukung
a. i ] ]
pan/jawaban atas objel
pelaporan sengketa
pelavanan puhblik
Pelaksanaan « Dokumen | Tergan
Tugas |—'_L| penangana | tung
f1. | Pendampingan n perkara Proscs
dalam pemeri
Pemeriksaan ksaan
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Pelaporan
Pelayvanan Publik

Rekomendasi
ombudsman
kesepalatan
dalam Konsiliasi
dan fatau

Mediasi;

Menvampaikan
laporan hasil
pendampingan
Kepada Kepala
Biro Hukum dan
Bagian Hukum
{Unor)/ UPT yang

memaohon

pendampingan

-

« Dokumen
penangana
n perkara
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K. PROSES PENDAMPINGAN SAKSI/AHLI

-40-

Pelaksana
Bagian
Uraian Kabag
No. Hukum Haro Tim Persyaratan Ket
Heglatan | mor)/ | Hukum | “07° Ponduupi
nor
Hul pingan
UPT/
ASN
dipanggil
langsung » Surat panggilan
sehagai dari
saksifahh APH /Pengadilan
1.
Kementerian permasalahan
PUPE perkara
Mengajukan
permaohon
» Kronologis
Menerima
L PEanBHan
aporan 1
erkara
2. terjadinyva Iil P
» Dokumen
permasalah )
pendukung ohjek
an hukum
pemangzlan
Mendisposis
i
3 PeEnANgANAN v Surat disposisi
pendamping |:|_
an
Membentuk )
) Surat Perintah
tim
4. ) Tugas
pendamping
an
Tergant-
ung dar
Pelaksanaan
Dolkumen proses
Tugas Tim v lidi
5 ) PENANZANAN penvelidi-
Pendamping :l )
pendampingan kan
Art
S persida-
v higan
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Menyampai
kan laporan
hasil
pendamping
an Kepada
Kepala Biro
Hukum dan
Bagian
Hukum
{(Unor)/ UPT
yang
memohon
pendamping

Hrl

Laporan
penanganan

perkara

www.peraturan.go.id



2021, No. 892

L. PROSES PENDAMPINGAN PERKARA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA

-44-

Pelaksana
an
Uraian Bagi Habag | Subkor,
No. Hukum | Kare Persyaratan
Hegiatan Advokasi | staf,
(Unor)/ | Hukum
Hukum | jafung
UpT
1 Mengajulean
Permohonan ke JPN ( il ] * Sural
oleh Bagian Hulkum, pangglan
Unit Pelalisana relaas)
Teknis dan fatau Biro gugatan
Hukum. » Laporan
2 Menerima Laporan permasalahan
terjadinya perkara
permasalaban hukum ‘:“j » urgens
dan Permohonan JPN + Kronologis
sebagai penanganan
pendampingan dan perkara
sebagal Kuasa « Dokumen
Hukum melalui pendukung
media elektronilk ohijels
maupun secara lisan sengheta
dalam hal mendesak
a. | Mendisposisi +
Permohonan JPMN I |
) « Burat
sebagal
disposisi
Pendampingan/
Kuasa Hukum
4. Menvusun Surat
Kuasa Khusus (SKE], r—
|__| « Surat
Menyusun Surat
Permohonan
Permohonan kepada
Kejaksaan,
Menyvusun Kronologis
E. Pelaksanaan
Pe h Kepad ¥ + Surat
rmehonan kepada
) I___l Permohonan
JPN scbagal
« Surat Kuasa
Pendampingan /kuasa
Khusus (SKK)
hukouim: <+
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-45.-
Pelaksana
Bagian
No. Uraian Hukum | Karo | —0og | Subkor, Persyaratan Ket
Hegiatan Adveokasi | staf,
(Unor)/ | Hukum
_— Hukum | jafung
« Ekspose perkara Kronologis
dan koordinasi l peEnanganan
dengan JPN |___| perkara
Dokumen
pendukung
objek
sengleta
« Monitoring Il
Terhitnyva Surat |:|
Kuasa Khusus
Subtitusi dan
terbitnya Legal
Cipinion dari JPN
6. | =Monitoring Selama
Pelaksanaan Kuasa Iil Penanganan
oleh JPN atau perkara
« Terbitnya Legal oleh JPN

Opinion oleh JPN

* Menyvampaikan
laporan
pelaksanaan Kuasa,
hasil putusan
sidang kepada
principal

« Menvampaikan
Legal Opinion
kepada principal

Scle=ai ;
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M. PROSES PERMOHONAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pelaksana
Uraian Bagian Unor/ | Pimpi-
No. Pemrs | Mukom | Koro R Mitra nan Persyaratan Ket
Kegiatan karsa Fr:r}.r Hubrum = :;*. Timghat
1. Permohonan » Surat
dan Permohonan
s:lr?usuna.n [ Risdsi :l E:rja Sama
- nseEp
Pemralkaresa Kesepakatan
Brrsama

2 Koordinaz:

Kansep
Konsep h * K i
Kesepakatan l'_! Ber tan
EBersama

i Menerima » Surat
Konsep L pernohonan
Kesepakatan I Pombahasan
Bersama Kesepakatan

Bersama

» Konesep
Kesepakatan
Bersama

4. Mendisposisik » Undangan
an Konsep I_!_LI Pembahasan
Kesepakatan
Bersama Kesepakatan

Bersama

= Ronsep
Kesepakatan
Bersama

5 Pembahasan
Kewepeiata — " e

= i Keasspakatan
Bersama |—_| Persama,

1, Persetujuan il + Lembar Kendali
Konsep « Hurat
Keeepakatan I Permohonan
Bersama Penandatanagan

» Konsep KSR

7. Menerima dan
menandatanga v
ni Lernbuar — .
Kendali dan L1 L e
Konaep * =P
Kesepakatan
Bersama

LS Menerima dan
menandatanga -
i Lemnbar l_"F + Lembar Kendali
Kendali dan :

K Kesepakatan
Onacg Bersama

Kesepakatan

Bersama

L) Menerima
dokumen + Kesepakatan
Kesepakatan E:I Bersama yang
Bersama yang sudah
audah ditandatangan
dirandatangani

Léx. Menvampaika » Kescpalkaran
n dokumen Bersama yvang
Kesepakatan |: Guleani ] s-l:u;l,uh
Bersama yang ditandatangan
sudah s Surat Pengantar
ditandatangani Dokumen

Kesepalkatan
Bersama

www.peraturan.go.id
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Pelaksana Persyaratan
No. Uraian T Mwhﬂm P:c::l-
Keglatan Hulkwm hasan
PHES
= Surat
Permohonan
Permohonan Kerja Sama
dan & Surat
1. Permyusunan Permohoenan
dari Pembahasan
Pemrakarsa PES
= Konsep Awal
PKS
= Surat
Permohonan
Koordinasi Pembahasan
“ Konsep PES FKS
» Konsep Awal
PKS
& Surat
Mendisposisik permohonan
3 an Konsep X Pembahasan
PES I:Ii Ps
* Konsep Awal
PKS
s Undangan
Pembahasan
PKS
emibahasan v * Konsep PRS
" | Konsep PKS [ yang telah
diberi masukan
awal oleh Biro
Hukum
Persetujuan
Konsep PRS & Surat
melahai Permohonan
Lembar Persetujuan
" | Kendali {Biro s Lembar Kendali
Hukum dan = Konsep Final
Unit Kerja PKS
Terkait)
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-48-
Pelaksana Persyaratan
Ursisn Pemrakarsa Karo Kabag Tim Sekretaris
Na. Hukum Advokasi | Pemba- | Jenderal
e Hulkum hasan
PHS
= Burat
Persetujuan
Lember Fermohonan
. Fersetujuan
| ende don ma P
Menandatanga Kendali
ni PKS )
« Final PKS
Menerima +
dokumen PKS |:| « PKS vang
7. varg sudah sudah selesai
ditandatangan ditandatangani
i
Menyampaika = PRS yang
8. n PES kepada _= sudah selesai
Pemrakarsa ditandatangan
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), FORMAT SURAT PELAYANAN ADVORKAS] HUKUM

1. Format Surat Permohonan Advokasi Hulkum

JKOP SURAT)

Nomor -
Sifat

Lampiran

Perihal - Permohonan Advokasi Hukum

kepada Yth.,

kKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

di -
JAKARTA
Berkenaan dengan adanya Perkara Perdata Nomor .. di Pengadilan Negeri
............. antara __..................... sebagal Penggugat dan Balai/Satker/PPE ... ...

sebagail Tergugzat, dengan hormat kami sampaikan Surat Permohonan Advokasi Hukum guna
menangani dan mengikuti persidangan perkara dimaksud.

Sebagai bahan dalam proses penanganan perkara, terlampir kami sampaikan Gugatan ...
dan Dokumen ..

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

www.peraturan.go.id
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2. Format Resume Gugatan

Oleh ...cocvvenenn {Penggugat)
DALAM PERKARA NOMOR: ....cccovvreenrenens
I PARA PIHAK DALAM PERKARA

Penggugat 1 cvieeeee e (Penggugat 1)
2 e (Penggugat 1)

Tegugat 1 coeeee o Tergugat [}
2 vivieee oA Tergugat 11;
2

. OBJEK GUGATAN

. URAIAN SINGKAT GUGATAN
1. Bahwa... . e

V. TUNTUTAM
Penundaan

Dalam Pokaok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Tergugat untuk memkbayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini.

www.peraturan.go.id
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SROP GARUDA T

SURAT KUASA
MOMOR -
Yuny berlirubalangan o lowab im
coceo dnlam haal ind bertindak dalam jabatannya berdasarkan . berkedudukan di
R - 1| [, dulamm perkara Momor .o dn Penpadilam Megen
ey et o e berakan kuasa kepada:
| w4
Jalwal:m
Almmat
2. Mama
Jahal:m
Alanat

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

KHUsSUS
- Untuk dan atzs nama Pemben Kuasa dalam kedudukannya sebagal ... dalam perkars perdata Nomar
wveeee.. di Peingadilan Megeri ... yang diajukan oleh ... sebagai ... mengenai Gugatan ... ..

- Untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini, Penerima Kuasa baik sendwi-sendiri maupun bersama-sama
perhak wntuk menghadap ke Pengadilan Meger ... .. dan instans lainnya yang terkat dengan perkara
imi untuk  mengajukan dan menandatangani  Jawaban, Menerima Replik, Rekonpensi, Verzat,
mungauukan dan mer-andatangam Drsplik, mcngajuhan bukti-bukli  dan saksi-saksi, menolak bukli
atau seksi yang diapkan oleh pihek lsin, mengajuken peranysan, memberikan keterangan, mengajukan
atau mampertimbangkan usyl penyelesaian perkara secara damai, mengajukan dan menandatangani
Fesimpulan, Memor Banding, Hontra Memori Banding, dan mengambi putusan sera  lain-lain yang
intinya kepada Panarma Kuasa diberi Kewenangan seluas - uasnya untuk bertindak menurnd hukum
acara yang berlaku dan segala sesuatu demi kepentingan hukurn Fember Kuasa,

- Selanjutnya Penerima Kuasa diberi hak sapenubnya untuk melakukan segala upaya hukum sebagasmana
Fember| Kugsa berhak melakukannya

Surat kuasa ind diberikan dengan hak substitesi dan mulai berlaku scjak tnggal ditetapkan.

Jakaria,

Milerai GINK

LU LU LLLLLELLE
[ Y T
Penerima Kuasa,

www.peraturan.go.id
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4. Format Kuasa lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat

(KOP SURAT)

SURAT KLASA
Momor ;
g berandatangan di bavwak i -
Berdasarkan Keputnsan Presiden Republik Indoncsia Momor . . Tahun ... - tanggal
. selaku Memer Pekegaan Umom dan Perunlsn Fukm b-.rl:uludukan di Ja]all F'Hlumun
Nomor 20 Kebayoran Baru Jakana Selatan. schagai ... dalam Perkara Perdata Nomor
. Pengadilan Megen . -'u:L'm;lltn'.a dischut schagai Pemben Kunsa,
dcngan ini rru:lnbcnlcan kunsa dengan Hak bllrsl]tusl ]-cx:pad.ll
1. Ianma .
Jabatan
Alamal
2z MNama
Jabatan
Alamal

Selamuinya disebul sebagan Penerima Koasa,

KHUSUS
- Uniuk dam atas mama Pemben Kuasa dalom kedudukanmva sebagan ... dalaom perkam perdata
MWomor ... di Pengadilan Megen Jakama . vang digjukan oleh . sebagai Penggug

mengenai Cingatan Perbuatan Melawan Hukom;,
= Uniuk kepentingan pelaksanaan kunsa im, Penenima Kuasa baik sendin-sendin maupun bersama-
sami berhak untuk menghadap ke Pengadilan Megen . dan mstanst laoryva vang ekt dengan
perkar im uituk mengajukan dan meimndatangani Jewaban RBekonpensi.  Versgl, mencingg
Replik, mengajukan  dan menandatangani  Duplik, mengajukan bukti-bukti  dan saksi-saksi,
menolak bukii atan saksi vang digjukan oleh pihak lain, mengajukan petamaan, membenkan
keterangan, mengajukan atan mempenimbangkan wsul pemvelesaian  perkara secar  damen,
mengajukan  dan menandatangani | Kesimpulan, memyaiakan banding, mendafiarkan Memorn
Banding, Kontm Memon Banding, dan mengambil putusan serta lain-lain yang intinya kepada
Penerima Kuasa diben kewemsmgan seluas - heasnva untuk bertimdak menunst hokum acar vang
berlaky dan segala sesuate demi kepentingan hukum Pemben Kusa,
= Bclanjwimnva Pencrima Kuasa diberi hak scpenwhnyva ok melakukan sceala upayva hokum
schagaimana Pemben Kuasa berhak melkukanmya.
Sur ks i sl berlaku sepak tangeal dictapkan
Takaria,
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT.

Penerima Koasa,

www.peraturan.go.id
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5. Format Kuasa Substitusi

[KOP SURAT]

SURAT KUASA SUBSTITUSI

Yang bertandatanagan di bawah ini ;

- vveeenen e DETREdudukan di ..., Selanjulnya disebul sebagai Pembern Kuasa.
Calam hal inl bertindak untuk dan atas nama ... sebagal ... dalam
Perkara Perdata Nomor ... di Pengadilan Meger ... berdasarkan Sural
Fuasa Momor ..o tang@al ., dengan ink memberikan kuasa

subtitusi kepada:

Mama
Jabatan
Alamat

Selanjuinya disebut sebagai Penerima Kuasa.

KHUSUS

- Berindak wntuk dan atas nama Pember Kuasa guna mewakili Pemberi Kuasa dalam
menghadin persidangan di Pengadilan Megerl ... dalam perkara Perkara Perdata Momaor
............... di Pengadilan Negen ....................

= Selanjutnya Penerima Kuasa diberi hak sepenuhnya untuk melakukan segala upaya hukum
sebagaimana Pemberi Kuasa berhak melakukannya.

Demikian Surat kuasa ini dibual dan mulai berlaku sejak langgal dietapkan.
Jakarta,

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

Meteral 6000

www.peraturan.go.id
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6. Format Jawahan

[HOP SURAT]
JAWABAN TERGUGAT ...

Dialam Percara Mamar ...

AMNTARA
Selanjutnya dsebut sebagai ... Tergugat ...
MELAWAN

5E|Er'ljl.l'tl'lj'Edl3Eh'.l't SEBAGEL. ... ... Panggugat . .. ..
Kepada ¥th -
Majels Hakim Pengadian Negeri ..
Calam Perkara Pardals Momor ...
di

Tangerang
Periral Jawaban Tergugat .. ... Terhadap Gugatan Momor Regisier PErKara ... ...
Dangan hormat,
Ll i SES MBI | eeisiomsimaan selanjulnys disebit dengan Tergugat ..., berdasarkan Surat Kussa Khusus Namer ...
Tanggal ... ..., dengan mi hendak menyamgpakan Javaban atas Gugalan Pengoupat sebagai beriku;
Bafwa Targugat .. .. ... menclak saluruh dalil-dakl Gugatan Fenggugat kecuali yang secara tegas dakw kebanaranmya
dan secara yunidis menguntungkan kegenlingan hulum Tergugat ............... dalam pemerikeaan pakars & gue.
l. DALAKM EKSEPSI
A

1. DaLAl POKOK PERKARA
Balvwa kaseluruhan dalil-dalil yang telah duraikan pada bagan Ekseps di atas maban agar dianggap telah taruras
wembali damerupakan safu kesaiuan yang lidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini
Bahwa Tergugat ... .. menolak seluruh dalil-dalil Guegatan Penggugat kecuali yang secara fegas diakui kebenarannya
dan menguntungkan bagh kepantingan hukum Tergugat _.._.....dalam pemerksaan perkara 4 qua.
2. Babwa
3 DOst...

Berdasarkan dalil-dalil kams diatas. kami memahan kepada Majeds Hakim Pengadilan Megeri ... ... ..., yang Memenksa
dan Mengadill Peskara Nomaor ... berkanan uniul memuluskan hal-hal sebagal besikut -

Dalarm Eksepsl @

i Menerima Eksepsi Tergugat . . ... Unluk Seluruhrya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menalak Gugslan Penpaugst untuk seliriheys Atau Selidak-Tidaknya Meayatakan Gugstan Penpauaal Tidak

Dapat Dierima (Met Cnfvamkalpifie Varkdlaard);

2 -

Atau : Apabila Magals Hakim yang mamariksa Perkara Perdata Nomor S80Pdt G201 8/PN. Tng barpendapat &in,
mohen Putusan yang seadil-adinys berdasarkan ketentuan peraturan penindang-undangan (ex seque of
hongj

Hommat kami,
Kisasa Hukum Tergugal ... .
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7. Format Dupli

DUPLIK TERGLMGAT
DALAM PERKARA ROMOR: . /E2ISFTUN-......

ANTARA -

Selarjuinya diSeaut SEEREA1 . . v TERGUGAT

LaWAN

Selanpirya disebut sebagal ..o PENGOUGAT

Jakarta,
Kepada Yih,
Majels Hakim Pergadilan Tata Usaha Negara ........
Dalam Ferkara Ferdata Nomar: . WGE0TRFTUN-
di

Petihal ¢ Duplik Tergugat dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor . JGI2018PTUN....__..

Dengan harmal,

Urfuk dan atas nama .....occoecoeeveees selanjuirya dsebut sebagai ... berdasarkan Surat Kumasa Khusus Mo

viiviie.. Tanggal ... . ., oen;gan ;ni bendak menyampakan Duplis sebagai tanggapan atas Rephk Fenggugat

dalam Perkara Tala Usaha Negara Mamor ... ...

Eghubungan dengan Replik dari siagai Penggugat ieranggal dengan ini Tergugat mengajukan

Dugle sebagal bankut -

1 Bahwa Tergugat tetap pada pendiman semula dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali pada hal-hal yang daikwi
secara tegas ketenarannya oeh Tangugat

3

Balwra berdasarkan wraian fakta-fakla dan dasss-dasss hubum sebagaimana fersebil distas, adalah beralasan hukum jika
Tergugat memehon kepaca Majess Hakim Pemeriksa Parkara Tata Usaha Megara Momar ... untuk Kiranya
berkenan memulus dalam sebuah Putusan, hal-hal sebagal besikut:

Diaham Ekseps
1. Mensrima Eksepsi Tergugat unbuk selruhnga;

Dalam Femundaan
1. Menolak permohanan Penundaan Penggugat

Dalam Pokok Peskara
1 Menalak gugatan perkara a quo untuk seluruhmya;
2. Menyalakan objes sengRata 4 guo idak cacat hukum dan 1etap barlaku;
3. Menghukum Penggugal untuk membayar biaya perkara menurul hukum,

Alau . jka Majelis Hakim berpendagat kain, mehon kiranya memberikan pubusan yang seadiladilnga [ax saquo e
Barsal,

Harmal kami,
Kuasa Hukum Tergugat

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUEKI HADIMULJONO
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